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ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana pengawasan Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara illegal dalam
rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru? Kedua, apa saja
kendala pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran
obat aborsi secara illegal dalam rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota
Pekanbaru? Ketiga, apa saja upaya dalam mengatasi kendala pengawasan Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara illegal
dalam rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru? Tujuan
penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui pengawasan Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara illegal dalam
rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru. Kedua, untuk
mengetahui kendala dalam pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
terhadap peredaran obat aborsi secara illegal dalam rangka pencegahan tindak
pidana aborsi di Kota Pekanbaru. Ketiga, untuk mengetahui upaya dalam mengatasi
kendala pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran
obat aborsi secara illegal dalam rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota
Pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan dengan
melakukan obeservasi dan wawancara, serta membaca literatur-literatur
perpustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Hasil
penelitian diketahui bahwa pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
terhadap peredaran obat aborsi secara illegal masih belum maksimal, dibuktikan
dengan semakin meningkatnya kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan dengan
menggunakan obat-obatan secara illegal (tanpa resep dokter). Ternyata dalam
pengawasannya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memiliki kendala,
diantaranya, Pertama, faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan tidak sesuai dengan
kondisi yang ada, Kedua, kurangnya anggota personil BBPOM Pekanbaru dan
ketiga, kurangnya kesadaran dari apotek/toko obat dalam menjual obat-obatan
tanpa meminta resep dokter. Upaya BBPOM Pekanbaru dalam mengatasi kendala
dalam pengawasannya yaitu, Pertama, melakukan pengawasan rutin Razia ke
apotek/toko obat dengan diharapkan pihak BBPOM dapat intens dan konsisten
dalam melakukan pengecekan serta pengawasan lapangan dan memberikan sanksi
kepada pihak apotek dan link online jika memang terjadinya pelanggaran sesuai
dengan ketentuan yang telah disepakati, Kedua, melakukan peningkatan sumber
daya manusia. BBPOM di Pekanbaru harus mempunyai strategi manajemen SDM
yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada
semua jenis dan jenjang jabatan.

Kata Kunci: Pengawasan, Obat, Aborsi, BBPOM

viii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi
tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum ada
aspek terpenting dalam pelaksanaan atas kekuasaan kelembagaan, hukum
mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam
masyarakat.! Maka dari itu, hukum sangat diperlukan untuk mencapai
supremasi hukum dalam masyarakat sehingga tercipta keadaan dalam
masyarakat yang damai, adil, dan makmur. Sebagai negara yang memiliki
penduduk yang padat maka Indonesia juga dipenuhi dengan berbagai macam
tindak pidana khususnya di kota-kota besar yang angka kejahatannya
cenderung lebih banyak.

Kejahatan yang kini marak merupakan suatu permasalahan yang terjadi
di sebagian kota di Indonesia sehingga meresahkan dan mengganggu
keamanan serta kenyamanan masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari
semakin mendambakan tegaknya hukum yang beribawa, memenuhi rasa
keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati, tanpa perasaan tenteram dan
adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai
permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang

maksimal.? Maka aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan tegas dalam

1 Dr. H. Yuhelson, S.H.,M.H.,M.kn, Pengantar llmu Hukum, (Gorontalo: Ideas Publishing,
2017), Hal. 3
2 Ishaq, Dasar-Dasar llmu Hukum, Sinar Grafika, Jakrta: 2009, Hal. 52



memberantas kejahatan tersebut. Sehingga tercipta keadaan yang aman dan
nyaman dalam masyarakat serta menanggulangi kejahatan dapat terulang
kembali. Dari kejahatan yang ada, kini aborsi menjadi kasus yang perlu
diperhatikan dikarenakan kasus aborsi meningkat dengan maraknya pergaulan
bebas dikalangan remaja yang berdampak pada kehamilan di luar nikah.

Aborsi adalah suatu jenis kejahatan terhadap nyawa, pengertian nyawa
dimaksud adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia, yang mana
janin dalam kandungan juga mempunyai nyawa yang nantinya dapat hidup.
Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang
secara umum disebut “pembunuhan”.® Kejahatan aborsi pada dasarnya sangat
bertentangan norma yang ada di dalam masyarakat maupun peraturan
perundang-undangan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Ketentuan Umum Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa
sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga,
perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas
pelayanan  kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Sediaan farmasi terdiri dari obat,
bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Dalam perkembangannya, istilah sediaan farmasi sebagaimana yang

3 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, (Jakarta: Sinar Grafika,
2005), Hal. 4



tertera dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
belum mencakup kelompok suplemen makanan, obat bahan alam dan ekstrak
bahan alam. Padahal ketiga kelompok tersebut sering digunakan dalam bidang
kefarmasian. Suplemen makanan tidak sama dengan obat (obat kimia).
Perbedaannya, yaitu: suplemen makanan dapat berasal dari bahan alam, dosis
yang tidak berbatas, dan tidak menimbulkan efek samping, karena tubuh pada
umumnya selalu membutuhkan nutrisi. Obat bahan alam dan ekstrak bahan
alam memiliki cakupan yang lebih luas dari istilah obat tradisional. Obat
tradisional fokus pada penggunaan bahan alam yang sudah turun-temurun,
padahal terkadang ada juga bahan alam yang baru ditemukan dan belum
memiliki riwayat empiris dalam hal penggunaannya di masyarakat.

Tindak pidana aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa, sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Selain itu juga diatur
dalam Undang- undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 60
sampai dengan Pasal 62. Aborsi merupakan upaya penghentian proses
kehamilan baik dengan cara yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Aborsi yang termasuk kedalam aborsi yang ilegal adalah jenis aborsi
provocatus criminalis, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja tetapi tidak
didasari dengan alasan medis yang mendukung sehingga termasuk sebagai

tindak pidana karena berusaha menghilangkan nyawa.* Aborsi dapat dilakukan

4 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Krimonologi, (Sebuah Bunga Rampai),
(Bandung: PT Alumni, 2009), Hal. 22-23



melalui beberapa proses, salah satunya dengan menggunakan obat- obatan
sebagai contoh obat Misoprostol yang menurut kegunaannya sebagai obat
penyakit asam lambung akan tetapi dapat disalahgunakan sebagai obat untuk
aborsi. Seorang wanita melakukan pengguguran kandungan sendiri sampai
kehamilan minggu ke (12) hanya dengan meminum obat Misoprostol & Yu
Michao (juga dikenal dengan nama Cytotec, Arthrotec, Oxaprost, Cyprostol,
Mibetec, Prostokos or Misotrol).>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa Badan Pengawas
Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah Lembaga
pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang pengawasan obat dan makanan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan yang selanjutnya disebut BBPOM mempunyai fungsi dan tugas
pokok, tugas pokok dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM adalah
melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan
melawan hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat
adiktif, obat tradisional, kosmetik dan makanan, serta produk sejenis lainnya.

Fungsi dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM adalah :

1. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan
makanan.

2. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.

5 https://iccc.id/ Diakses pada 1 Maret 2024



3. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan
penyidikan obat dan makanan.

Wewenang dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
Pasal 7 ayat (2) serta Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang
tindak pidana di bidang kesehatan;

2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak
pidana di bidang kesehatan;

3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum
sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;

4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak
pidana di bidang kesehatan;

5. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam
perkara tindak pidana di bidang kesehatan;

6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang kesehatan;

7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang
membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan;

8. Memberikan laporan penyidikan tindak pidana dan memberitahukan
kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang adanya produk

berbahaya yang ditemukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan



di wilayah kewenangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
tersebut.

Kewenangan yang dimiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM

pada hakekatnya tidaklah berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh

penyidik kepolisian, namun di dalam prakteknya peran dari Penyidik Pegawai

Negeri Sipil BBPOM kurang optimal di dalam menanggulangi dan penyidikan

terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan obat dan makanan

khususnya tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal, hal ini disebabkan

oleh beberapa permasalahan diantaranya:

1.

Kurangnya pengalaman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tugas-tugas
penyidikan tindak pidana.

Kurangnya koordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia
dan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyidikan perkara
pidana. Kurangnya koordinasi antara penegak hukum dapat menimbulkan
tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga
rawan menimbulkan konflik kepentingan.

Kurangnya penguasaan prosedur dan materi hukum oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
Permasalahan ini sering dialami oleh penyidik Balai Besar Pengawasan
Obat dan Makanan kota Pekanbaru. Bukan hanya itu saja, permasalahan
yang dihadapi penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
Pekanbaru adalah keterbatasan dana dan kurangnya jumlah Balai Besar

Pengawasan Obat dan Makanan dalam menangani dan melakukan



penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional illegal.

Tabel I.1
Jumlah kasus dari tahun 2020-2024
No. Tahun Jumlah Kasus
1. 2020 0
2. 2021 1
3. 2022 1
4, 2023 2

Sumber data olahan ; Polresta Pekanbaru tahun 2024

Dari uraian diatas, bahwa kasus aborsi di wilayah hukum BBPOM
Pekanbaru mengalami peningkatan tindak pidana aborsi dengan menggunakan
obat-obatan yang di konsumsi secara illegal (tanpa resep dokter).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis ingin
membahas tentang pengawasan terhadap obat-obatan untuk menggugurkan
kandungan yang berada di wilayah Pekanbaru maka penulis tertarik melakukan
penelitan yang berjudul “Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan Terhadap Peredaran Obat Aborsi Secara llegal Dalam Rangka

Pencegahan Tindak Pindana Aborsi Di Kota Pekanbaru”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan
diatas, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal dalam rangka pencegahan



tindak pindana aborsi di Kota Pekanbaru ?

2. Apa kendala dalam pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal dalam rangka pencegahan
tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru ?

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pengawasan Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal

dalam rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat
dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu :

a. Untuk menjelaskan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal dalam rangka
pencegahan tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru

b. Untuk menjelaskan kendala dalam pengawasan Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal dalam
rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru

c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pengawasan Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi
secara ilegal dalam rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota
Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan
penulis dalam bidang hukum tata negara terkait tindak pidana aborsi
sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

b. Perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan
referensi bagi peneliti selanjutnya

c. Perspektif praktis, diharapkan berguna bagi Pemerintah Kota
Pekanbaru khusus Satuan Polisi yang berkaitan dengan pelaksanaan
pengawasan terhadap tindak pidana aborsi dan BBPOM dengan

pelaksanaan pengawasan peredaran obat aborsi.

D. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan
abstraksi dan pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang berguna
untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan
oleh peneliti.®
Maka didalam penelitian ini yang menjadi landasan teori adalah sebagai

berikut :
1. Teori Pengawasan
Indonesia sebagai negara hukum menginginkan supaya sistem

peradilan pidana dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Menurut

® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit: Universitas Indonesia (Ui
Press), Jakarta: 1986, Hal. 12.



Mardjono Reksodiputro, Sistem peradilan pidana adalah pengendalian
kejahatan yang terdiri atas lembaga- lembaga Polisi, kejaksaan, pengadilan
dan pemasyarakatan terpidana.

Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua
pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan
sebelumnya.” George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa
yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai
pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga
pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Stephen
Robein, pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan
untuk menjamin (to ensure) jalannya pekerjaan dengan demikian, dapat
selesai secara sempurna (accomplished) sebagaimana yang direncanakan
sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling
berhubungan.

Menurut Barda Nawawi Arief pengawasan atau control diartikan
sebagai proses mengukur (measurement) dan menilai (evaluation) tingkat
efektivitas dan tingkat efisieni penggunaan sarana Kkerja dalam
memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat

dilakukan, yaitu :8

" Www.Negarahukum.Com, Diakses Pada 1 Agustus 2023
8 Https://lamfadhli.Wordpress.Com/ Diakses Pada 1 Agustus 2023
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1. Pengawasan Intern dan Ekstern
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang
atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang
bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan
cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in
control). Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan
oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang
diawasi.
2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, pengawasan yang
dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan,
sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini
dilakukan oleh pihak BBPOM serta instansi yang terkait dan
masyarakat luas. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan
bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga
penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih
awal. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan
terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan
seperti ini dilakukan ketika terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan
oleh orang asing yang berada di wilayah pekanbaru. Setelah itu,
dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui
kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses
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manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir
untuk mengetahuai tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau
kerja. Kedudukan dan kewenangan BBPOM sebagai Lembaga
Pemerintah non departemen berdasarkan keputusan Presiden Nomor
166 Tahun 2000 dan kemudian diubah dengan keputusan Presiden
Nomor 178 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan,
susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah non
departemen. BBPOM melakukan fungsi regulasi sebagai wujud
perwakilan dari Pemerintah, yaitu melindungi masyarakat dari sisi
negatif industrialisasi, membenarkan kesalahan-kesalahan pada
tahap-tahap sebelunya dengan tujuan utamanya untuk kesejahteraan
rakyat. Berdasarkan Kepres Nomor 166 Tahun 2000 tentang tugas,
wewenang, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah
non departemen, BBPOM memiliki tugas khusus di bidang
pengawasan obat dan makanan, antara lain :
a) Pengkajian dan penyusunan Kebijakan Nasional di bidang
pengawasan obat dan makanan
b) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan
makanan
¢) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BBPOM
d) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap
kegiatan instansi Pemerintah dan masyarakat di bidang

pengawasan obat dan makanan.
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2. Teori Penindakan
Teori penindakan dalam hukum mengacu pada konsep bahwa
pelanggaran hukum harus diikuti oleh tindakan atau sanksi yang sesuai
dari pihak berwenang atau sistem hukum. Teori ini memiliki beberapa
prinsip dasar yang mendukung penegakan hukum yang efektif:

a. Keadilan: Prinsip ini menekankan bahwa penegakan hukum harus
adil dan setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum.
Ini berarti bahwa tidak ada yang dikecualikan dari akibat hukum
karena status sosial, ekonomi, atau politik mereka.

b. Deterensi: Tujuan penindakan hukum adalah untuk mencegah
pelanggaran masa depan dengan mengintimidasi potensi pelaku
kejahatan melalui ancaman sanksi yang tegas dan jelas. Sanksi yang
tegas diharapkan dapat mengurangi insentif untuk melanggar
hukum.

c. Rehabilitasi: Penindakan hukum tidak hanya tentang menghukum,
tetapi juga tentang membantu pelanggar hukum agar bisa kembali
menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat. Pendekatan
rehabilitasi menekankan perbaikan perilaku dan membantu pelaku
kejahatan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

d. Kompensasi dan Restitusi: Prinsip ini berfokus pada pemberian
kompensasi kepada korban pelanggaran hukum dan restitusi kepada
masyarakat yang terkena dampak. Ini bisa berupa pengembalian

harta yang dicuri atau penggantian kerugian yang dialami korban.
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e. Ketertiban Sosial: Penegakan hukum berperan penting dalam
menjaga ketertiban sosial dengan menegakkan aturan dan norma-
norma yang diterima oleh masyarakat. Hal ini membantu dalam
mempertahankan stabilitas dan keamanan dalam suatu masyarakat.

f. Pencegahan: Penegakan hukum juga melibatkan upaya pencegahan
kejahatan melalui edukasi, program-program sosial, dan intervensi
sebelum terjadinya pelanggaran hukum.

Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional, artinya
sanksi yang diberikan harus sebanding dengan keparahan pelanggaran

hukum yang dilakukan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian lazimnya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian
yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat sehingga
mampu mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum dalam masyarkat
dan mengidentifikasikan hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada
masyarakat, jadi penelitian ini yang diteliti pada awalnya ialah data
sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data
primer lapangan atau terhadap masyarakat.®

2. Lokasi Penelitian

9 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta :
2010, HIm. 35-42.
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Lokasi penelitian ini ialah di wilayah Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Kota Pekanbaru. Adapun alasan lokasi penelitian tersebut
adalah adanya kasus tindak pidana aborsi di wilayah Kota Pekanbaru
sehingga meresahkan masyarakat Kota Pekanbaru.
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Populasi
dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus,
waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.'® Adapun yang
dijadikan populasi dalam objek penelitian ini adalah sebagai berikut :
i. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
ii. Anggota Pengawas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
iii. Anggota Sat Reskrim Polresta Pekanbaru
iv. Apotek / Toko Obat Pekanbaru
b. Sampel
Dari populasi yang teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk
menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang
akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penegakan sampel,
penulis menggunakan Teknik Purposive Sampling, yaitu menetapkan
sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang

kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.*

10 Bambang Sunggono, Op Cit , HIm. 118.
11 Bambang Sunggono Op Cit, HIm. 119
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Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No. Jenis Populasi Jumlah Jumlah  Persentase

Populasi Sampel

1. Kepala Satuan 1 1 100
BBPOM

2. Anggota Pengawas 1 1 100
BBPOM

3. Anggota Sat Reskrim 1 1 100

Polresta Pekanbaru

4. Pemilik / Karyawan 275 10 2,75
Apotek & Toko Obat
Pekanbaru

5. Pengguna Obat Aborsi 20 3 15

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2024

4. Sumber Data

Penelitian jenis hukum sosiologi, sumber datanya adalah data primer yang

dibedakan menjadi tiga macam :

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan objek
penelitian

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang
bersifat mendukung data primer

c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan

sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan data
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sekunder.?
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dengan

menggunakan beberapa Teknik sebagai berikut :

a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung
terhadap objek penelitian

b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya
langsung kepada yang di wawancarai. Wawancara merupakan suatu
interaksi dan komunikasi.!®* Dalam hal ini penulis menggunakan
wawancara terstruktur dengan cara memberi pertanyaan kepada
responden (sampel) yang dalam hal ini ditujukan langsung kepada
Kepala BBPOM dan anggota BBPOM Kota Pekanbaru. Hal ini
dilakukan guna memperoleh informasi sebagai pendukung untuk
memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh oleh peneliti

c. Kajian Pustaka, untuk membaca literatur-literatur perpustakaan yang
memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang di teliti oleh
penulis.

d. Kuesioner, berisikan serangkaian pertanyaan yang diberikan kepada
responden secara langsung maupun tidak langsung, baik itu melalui
telepon, komputer, tatap muka, ataupun pos.

6. Analisa Data

12 1bid, Hal. 30
13 M.Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta,2007, Hal 108
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Data diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan
akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan
penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan
oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata. Dalam
menarik kesimpulan secara dedukatif ialah cara berfikir yang menarik satu
kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi

sesuatu yang bersifat khusus.
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BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab

sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1)

2)

3)

Pengawasan terhadap peredaran obat-obatan aborsi yang dilakukan oleh
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru sudah dilakukan
semaksimal mungkin namun masih ada kekurangan.

Kendala dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan
aborsi di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Pekanbaru adalah :

a. Faktor hukumnya sendiri

b. Kekurangan anggota personil

c. Kurangnya kesadaran dari apotek

Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Pekanbaru terhadap peredaran obat-obatan aborsi adalah dengan
melakukan Razia rutin ke tempat apotek/toko obat yang berada di
wilayah kerja BBPOM Pekanbaru, serta melakukan peningkatan sumber

daya manusia.
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B. Saran

1)

2)

3)

Diharapkan pihak BBPOM meningkatkan pengawasan terhadap
penyebaran obat aborsi yang terjadi dikota pekanbaru dan melakukan
pengawasan secara konsisten baik ke apotek maupun online.

Diharapkan anggota Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru
ditambah agar lebih optimal dalam menjalanankan tugasnya.

Diharapkan ada aturan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Pekanbaru melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal
peredaran obat-obatan aborsi dan peran penting masyarakat melakukan

pengawasan tersebut.
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